BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 15
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat (2) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pecngclolaan
Keuangan Daerah, Pengescran Anggaran antar obvek
belanja dan/atau rincian obyek belanja  dilakukan
melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada hurul a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 (cntang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 1l Tanggamus

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3667);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t(c¢ntang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4286;



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 21);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t(entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

11.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana
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14.

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tcntang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan  Lembaran Negara RI  Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan  Pemanfaatan  Inscenuf
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

17.

18.

19.

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Ncegara/Dacrah  (Lemibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indoncsia
Nomor 5533) sebagaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indoncesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

20.Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);,

21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ©322),

23.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 6323);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 6881);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengeloaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 itcntang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

27 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi  Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);

32.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Tcknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik I[ndonesia
Tahun 2018 Nomor 1891);

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Dacrah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1541);

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Kcuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1619);

36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6374);



Menetapkan

38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan  Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019
Nomor 1447);

39.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 677);

40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 799);

4] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan [nventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022;

42.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

43.Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

44 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 06);

35.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGG/ARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGG/ARAN
2024,



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun

2023

tentang Penjabaran

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 15 diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yakni Pasal 96A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula

berjumlah Rp.1.343.691.029.230,00 menjadi tetap sehingga menjadi
Rp.1.343.691.029.230,00 dengan rincian sebagai berikut :
TAHUN ANGGARAN 2024 -
KODE URAIAN
PERUBAHAN APBD (Berkurang)
1 2 3 4 5=(4-3)
4 .322.042.614. ‘
PENDAPATAN 1.322.042.614 52 1.322.042.614.563 ’
PENDAPATAN ASLI o o
4| 1 167.676.006. 167.676.006.
DARRAH 67.676.006.027 67.676.006.027 |
1 1 | PAJAK DAERAH 54.896.702.496 54.896.702.496 |
1 2 | RET'RIBUSI DAERAH 84.244.280.420 84.244.280.420
HASIL PENGELOLAAN N '
4 1 3 | KEKAYAAN DAERAH 3.652.780.471 3.652.780.47]
YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN
a4l 1 4 | PENDAPATAN ASLI 24.882.242.640 24.882.242.640
DAERAH YANG SAH - )
.154.366.608.
4| 2 FEBEARAIA 1.154.366.608.53 | | | 366.608.536 |
TRANSFER 6 -
PENDAPATAN
4| 2 1 | TRANSFER 1.035.225.954.000 | 1.035.225.954.000 .
PEMERINTAH PUSAT -
PENDAPATAN
a2 2 | TRANSFER ANTAR 119.140.654.536 | 119.140.654.536
DAERAH ) ) B
|
.340.191.029. |
5 BELANJA DAERAH 1.340.191.029 23 | 340.191.029.230 i
| 2.498.408.15
5[ 1 BELANJA OPERASI 990.477.984.783 992.976.392.933 | o
50 1 1 | BELANJA PEGAWAI 558.264.084.421 |  358.234.804.421 |  (29.280.000)
BELANJ G - ' _ _
51 1 2 J:g:N B s Rk 352.004.627.676 354.532.315.826 | 2.527.688.15.0
1 BELANJA SUBSIDI 1.000.000.000 1.000.000.000 | .
1 BELANJA HIBAH 75.918.972.686 75.918.972.686 |
BELANJA BANTUAN o
5 .290.300. .290.300.
5| 1 | e 3.290.300.000 3.290.300.000 |
5| 2 BELANJA MODAL 137.474.706.212 136.942.825.271 | (531.880.941)




BELANJA  MODAL
S| 2 2 | PERALATAN DAN
MESIN

15.252.615.661

15.252.615.661

|

BELANJA  MODAL
S| 2 3 | GEDUNG DAN
BANGUNAN

43.044.366.830

43.627.434.030

583.067.200 ‘

BELANJA MODAL
S 2 4 | JALAN, JARINGAN,
DAN IRIGASI

74.126.816.341

BELANJA  MODAL
S| 2 5 | ASET TETAP
LAINNYA

5.040.907.380

73.011.868.200

5.040.907.380

|
(1.114.948.141) ’

- —e t

Belanja Modal Aset
Lainnya

10.000.000

10.000.000

BELANJA  TIDAK
TERDUGA

6.200.000.000

5.619.961.400

BELANJA TIDAK
TERDUGA

6.200.000.000

5.619.961.400

(580.038.600) |
: (580.038.600)

—— —_— |

BELANJA
TRANSFER

206.038.338.235

204.651.849.626

(1.386.488.609) |

BELANJA BAGI
HASIL

5.767.356.250

5.767.356.250

BELANJA
S| 4 1 | BANTUAN
KEUANGAN

200.270.981.985

198.884.493.376

—

{1.386.488.600)

Surplus / Defisit :

(18.148.414.667)

(18.148.414.667)

PEMBIAYAAN
DAERAH

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

21.648.414.667

21.648.414.667

SISA LEBIH
PERHITUNGAN

6 1 1 | ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN
SEBELUMNYA

21.648.414.667

21.648.414.667

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

3.500.000.000

3.500.000.000

PENYERTAAN
MODAL

6| 2 2 | (INVESTASI)
PEMERINTAH
DAERAH

3.500.000.000

3.500.000.000

Pembiayaan Netto :

18.148.414.667

18.148.414.667

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA):

Diantara ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yakni Pasal 97A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

O6A dirinci

lebih  lanjut

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Diantara ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yakni Pasal 98A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 1> Fabrusrt 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTULIKHWAN
Diundangkan di Menggala
pada tanggal {3 Pfecuarm 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR O?‘

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM, ~

). SHMH,M.Si
ACINA TK I/1V.B
#19780117 199803 1 003




